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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Efektivitas 

 Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi 

dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau saran 

yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi 

belum tentu efisien. Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam 

suatu organisasi maka belum tentu itu efisien. Jelasnya, jika sasaran atau 

tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat 

dikatakan efektif. Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu 

yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas 

merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara 

nilai-nilai yang bervariasi.  

 Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan 

Sedarmayanti dalam bukunya yang berjudul Sumber Daya Manusia dan 

Produktifitas Kerja mengenai pengertian efektivitas yaitu: 

“Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran 
seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih 
berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan 
masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi 
dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan 
efektivitas belum tentu efisiensi meningkat” (Sedarmayanti, 2001: 
59). 

 

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan 

kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut 
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Effendy efektivitas adalah sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya 

mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang 

dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” 

(Effendy, 2003:14).  

Pengertian efektivitas menurut Hadayaningrat dalam buku Azas-

azas Organisasi Manajemen adalah sebagai berikut: “Efektivitas adalah 

pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya” (Handayaningrat, 1996:16).  

Pendapat Hadayaningrat mengartikan efektivitas bisa diartikan 

sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya secara matang.   

Berdasarkan pendapat kedua di atas efektivitas adalah suatu 

komunikasi yang melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya 

sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang 

dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah 

ditentukan. Apabila ketentuan tersebut berjalan dengan lancar, maka 

tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan 

 

2.2  Aparatur 

Aparatur adalah sumber daya manusia yang bekerja sesuai dengan 

kemampuannya, di bidangnya masing-masing sesuai dengan ketentuan 

yang ada. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara  

   Pengertian Pegawai Negeri Sipil Di dalam masyarakat yang selalu 

berkembang, manusia senantiasa mempunyai kedudukan yang makin 
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penting, meskipun negara Indonesia menuju kepada masyarakat yang 

berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah sesuatu yang mulia, 

tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan kerja tersebut.  

Demikian juga halnya dalam suatu organisasi, unsur manusia 

sangat menentukan sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi 

kearah pencapaian tujuan yang ditentukan tergantung kepada 

kemampuan manusia untuk menggerakkan organisasi tersebut ke arah 

yang telah ditetapkan. Manusia yang terlibat dalam organisasi ini disebut 

juga pegawai. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pendapat beberapa 

ahli mengenai defenisi pegawai. 

A.W. Widjaja dalam bukunya “Administraasi Kepegawaian” 

berpendapat bahwa :  

“Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah 
maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan 
dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha 
kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi)”  (Widjaja, 
2006:113) 
 
Berdasarkani definisi di atas dapat diketahui bahwa pegawai 

merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi 

pemerintah maupun organisasi swasta. Berhasil tidaknya suatu organisasi 

dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. 

Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam 

melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah 

maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa 

atas pekerjaan yang telah dikerjakan. 
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Selanjutnya Musanef dalam bukunya yang berjudul “Manajemen 

Kepegawaian di Indonesia” memberikan definisi pegawai sebagai  berikut  

Pekerja atau worker adalah, “Mereka yang secara langsung 
digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai 
pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga 
menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha 
pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”. 
(Musanef, 1984 : 5) 
 
Dari definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pegawai 

sebagai tenaga kerja atau yang menyelenggarakan pekerjaan perlu 

digerakkan sehingga mereka mempunyai keterampilan dan kemampuan 

dalam bekerja yang pada akhirnya akan dapat menghasilkan karya-karya 

yang bermanfaat untuk tercapainya tujuan organisasi. Karena tanpa 

kemampuan dan keterampilan. 

Pegawai sebagai pelaksana pekerjaan maka alat-alat dalam 

organisasi tersebut akan merupakan benda mati dan waktu yang 

dipergunakan akan terbuang dengan percuma sehingga pekerjaan tidak 

efektif.  

Dari beberapa defenisi pegawai yang telah dikemukakan para ahli 

tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah pegawai mengandung 

pengertian sebagai berikut:  

1. Menjadi anggota suatu usaha kerja sama (organisasi) dengan 

maksud  memperoleh balas jasa atau imbalan kompensasi atas 

jasa yang telah    diberikan.  

2. Pegawai di dalam sistem kerja sama yang sifatnya pamrih. 

3. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan 

pemberi  kerja (majikan).  
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4. Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah 

melakukan proses penerimaan. 

5. Akan mendapat saat pemberhentian (pemutusan hubungan 

kerja antara  pemberi kerja dengan penerima kerja).  

Oleh karena yang menjadi objek penulis adalah pegawai negeri, 

maka ada dua pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang Pokok 

Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 

Tahun1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu: 

1. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi 

masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, 

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.  

2. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam 

sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang 

ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan 

digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Hanya dibatasi pada Pegawai Negeri Sipil, maka 

selanjutnya hanya dijelaskan mengenai perincian Pegawai Negeri Sipil. B. 

Jenis Pegawai Negeri Sipil Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
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8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan 

Pegawai Negeri sipil terdiri dari: 

1. Pegawai negeri sipil pusat  

2. Pegawai negeri sipil daerah  

3. Pegawai negeri sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah 

 

2.2.1 Pegawai Negeri Sipil Pusat  

Berikut adalah fungsi-fungsi dari Pegawai Negeri Sipil Pusat:  

a) Yang bekerja sama pada departemen, lembaga pemerintah non 

departemen, kesekretariatan, lembaga tertinggi/tinggi negara, 

instansi vertikal di daerah-daerah dan kepaniteraan pengadilan. 

b)  Yang bekerja pada perusahaan jawatan misalnya perusahaan 

jawatan kereta api, pegadaian dan lain-lain. 

c)  Yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Kabupaten/Kota.  

d) Yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan 

diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain seperti 

perusahaan umum, yayasan dan lainnya.  

e) Yang menyelenggarakan tugas negara lainnya, misalnya hakim 

pada pengadilan negeri/pengadilan tinggi dan lain-lain.  

 

2.2.2 Pegawai Negeri Sipil Daerah  

Pegawai Negeri Sipil daerah diangkat dan bekerja pada 

Pemerintahan Daerah Otonom baik pada Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota.  
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2.2.3 Pegawai Negeri sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah 

Masih dimungkinkan adanya pegawai negeri sipil lainnya yang akan 

ditetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya kepala-kepala 

kelurahan dan pegawai negeri di kantor sesuai dengan UU No.43 Tahun 

1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.  

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah 

pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi 

negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang 

punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 

maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.  

 

2.3 Mutasi 

Mutasi adalah Kegiatan memindahkan karyawan dari suatu 

pekerjaan kepekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sejajar. (PP No 

11 Tahun 2002).  Mutasi atau pemindahan merupakan suatu aktifitas rutin 

dari sebuah organisasi untuk melaksanakan prinsip The Right Man in The 

Right Place atau orang yang tepat pada tempat yang tepat. Dengan 

demikian mutasi dijalankan agar pekerjaan dapat dilakukan secara lebih 

efektif dan lebih efisien. Di dalam Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Pelatihan. 
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Melakukan penyusunan rencana dan program kerja di bidang 

pengelolaan dan pelayanan mutasi, menetapkan rumusan kebijakan 

pengelolaan dan pelayanan mutasi meliputi perumusan pengadaan, 

pemindahan, kepangkatan dan pensiun. Bertujuan untuk melaksanakan 

tugas pengelolaan pelayanan mutasi dengan tepat sasaran dengan 

adanya pengkoordinasian perencanaan teknis. Setelah itu melakukan 

evaluasi, dengan bertujuan program kerja pengelolaan dan pelayanan 

mutasi selanjutnya menjadi lebih baik lagi.  


